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Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-huruf dari abjad yang satu ke 

abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab 

dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya. 

1. Konsonan  

Fonem konsonan bahasa Arab, yang dalam tulisan Arab dilambangkan 

dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan 

sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan 

huruf dan tanda secara bersama-sama. Di bawah ini daftar huruf Arab dan 

transliterasinya. 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan ا

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Sa Ṡ es (dengan titik di ث

atas) 

 Jim J Je ج



 Ha Ḥ Ha (dengan titik di ح

bawah) 

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D de د

 Zal Ż zet (dengan titik di ذ

atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س

 Syim Sy esdan ye ش

 Sad Ṣ es (dengan titik ص

dibawah) 

 Dad Ḍ de (dengan titik di ض

bawah) 

 Ta Ṭ te (dengan titik di ط

bawah) 

 Za Ẓ zet (dengan titik di ظ

bawah ) 

 Ain ‘ Komentar ع

 Gain G Ge غ

 Fa F Ef ف



 Qaf Q Qi ق

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Waw W We و

 Ha H Ha ە

 Hamza ? Apostrof ء

 Ya Y Ye ي

2. Vokal 

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri 

dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong: 

a. Vokal tunggal 

vokal  tunggal  dalam bahasa  Arab yang lambangnya berupa tanda atau 

harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut : 

Tanda Nama Huruf Latin Nama 

                fatḥah A A 

 Kasrah I I 



 و

 

- 

ḍammah U U 

b. Vokal Rangkap 

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara 

harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf yaitu : 

Tanda dan Huruf Nama Gabung Huruf Nama 

  
 ى

fatḥah dan ya Al a dan i 

 

 

 و

 

fatḥah dan waw Au a dan u 

Contoh: 

− kataba:  بتک  

− fa’ala: لفع  

− kaifa: كفی  

c. Maddah 

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, 

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu : 

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda Nama 

 

 fatḥah dan    ا

alif atau 

ya 

Ā a dan garis di atas 



   

 Kasrah dan ya Ī i dan garis di atas  ى

 و

 ―و

ḍammah dan 
wau 

Ū u dan garis di atas 

Contoh: 

− qāla  : قل 

− ramā : رم 

− qīla   :  ليق  

d. Ta marbūtah 
Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua: 

1) Ta marbūtah hidup 

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat ḥarkat fatḥah, kasrah dan «ammah, 

transliterasinya (t). 

2) Ta marbūtah mati 

Ta marbūtah yang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h). 

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang 

menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta 

marbūtah itu ditransliterasikan dengan ha (h). 

Contoh: 

− rauḍah al-aṭfāl - rauḍatul aṭfāl:  افطلاةضزول  

 al-munawwarah al-Madīnah : ةرولمناینھدلما −

− ṭalḥah:  ةحلط  

e. Syaddah (tasydid) 

Syaddah atau tasydid yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah 

tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda tasydid 



tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi 

tanda syaddah itu. 

Contoh: 

− rabbanā : انبر  

− nazzala : زن ل  

− al-birr : لبرا  

− al-hajj : لحخا  

− nu’ima : نعن 

f. Kata Sandang 

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, 

yaitu: ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata 

sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh 

huruf qamariah. 

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah 

Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan 

bunyinya, yaitu huruf (I) diganti dengan huruf yang sama dengan huruf 

yang langsung mengikuti kata sandang itu. 

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah Kata sandang yang diikuti 

oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang 

digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf 

syamsiah maupun qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang 

mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. 

Contoh: 

− ar-rajulu: للرجا  

− as-sayyidatu: ةلسدا  

− asy-syamsu: لشمسا  

− al-qalamu: لقلما  

− al-jalalu: للجلاا  

g. Hamzah 

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. 

Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. 



Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan 

Arab berupa alif. 

Contoh: 

− ta′khuzūna: نذوخ ات   

 an-nau′: اانوء 

− syai’un: شيء 

− inna: ان 

− umirtu: اھزت 

− akala:  لکا  

h. Penulisan Kata 
Pada dasarnya setiap kata, baik fi’il (kata kerja), isim (kata benda), 

maupun hurf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan 

huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau 

harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut 

dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. 

i. Huruf Kapital 

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam 

transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti 

apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya: huruf kapital digunakan untuk 

menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilanama itu huruf awal 

nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. 

Contoh: 

− Wa mamuhammadunillarasūl 

− Inna awwalabaitinwudi’alinnasilallażibibakkatamubarakan 

− Syahru Ramadan al-laż³unzilafihi al-Qur’anu 

− SyahruRamadanal-lażiunzilafihil-Qur’anu 

− Walaqadra’ahubilufuq al-mubin 

− Alhamdulillahirabbil-‘alamin 

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam 

tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan 



dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf 

kapital yang tidak dipergunakan. 

Contoh: 

− Naṣrunminallahiwafatḥunqarib 

− Lillahi al-amrujami’an 

− Lillahil-amrujami’an 

− Wallahubikullisyai’in ‘alim 

 

j. Tajwid 
Bagi mereka yang menginginkan kefasehan dalam bacaan, pedoman 

transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu 

tajwid.Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.
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ABSTRAK 

 

Rita Rahayu. NPM. 1601280010. Skripsi, Analisis Implementasi Akad Ijarah 
Dalam Praktik Sewa-Menyewa Kamar Hotel Pada Penginapan Taj Residence 
Syariah Medan, Pembimbing: Dr. Sugianto, MA. 
 
 Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan atau 
implementasi akad ijarah (sewa-menyewa) pada penginapan Taj Residence 
Syariah Medan. Akad ijarah adalah suatu akad sewa-menyewa yang dilakukan 
oleh kedua belah pihak yang berakad antara mu’ajir (orang yang menyewakan) 
dan musta’jir (orang yang menyewa) kedua belah pihak mengambil manfaat 
dengan adanya pengganti sewa. Kemudian penelitian ini bertujuan untuk 
Mengetahui kesesuaian akad ijarah (sewa-menyewa) dengan Fatwa DSN-MUI 
tentang ijarah. Metode yang digunakan dalam pengumpulan data diperoleh dari 
dokumentasi dan waawancara. Sumber data yang yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Jenis  penelitian ini 
termasuk penelitian lapangan. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu bahwa 
implementasi akad ijarah dalam praktik sewa menyewa kamar hotel pada 
penginapan Taj Residence Syariah Medan dilakukan berdasarkan kesepakatan 
antara kedua belah pihak yaitu antara pihak hotel (receptionist) dan penyewa 
kamar dengan melakukan pembayaran uang sewa kepada pihak hotel sesuai 
dengan harga yang telah disepakati kedua belah pihak. Dan kesesuaian akad 
ijarah dalam praktik sewa-menyewa kamar hotel pada Penginapan Taj Residence 
Syariah ini sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang ijarah dengan 
terpenuhinya rukun dan syarat ijarah pada penginapan Taj Residencee Syariah. 
 
 
 
Kata kunci: akad ijarah, sewa-menyewa, Fatwa DSN-MUI 
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ABSTRACT 

 

Rita Rahayu. NPM. 1601280010. Skripsi, Analisis Implementasi Akad Ijarah 
Dalam Praktik Sewa-Menyewa Kamar Hotel Pada Penginapan Taj Residence 
Syariah Medan, Pembimbing: Dr. Sugianto, MA. 
 

This research was conducted to determine the implementation or 
implementation of the ijarah contract (leasing) at the Taj Residence Syariah 
Medan. An ijarah contract is a lease agreement carried out by both parties who 
have an agreement between mu’ajir (the person who rents out) and musta’jir (the 
person who rents), both parties benefit from the receplacement of the lease. Then 
this research aims to determine the suitablility of the ijarah contract (leasing) 
with the DSN-MUI Fatwa regarding ijarah. The methods used in data collection 
were obtained from documentatins and interviews. Sources of data used in this 
study are primary data and secondary data. This type of research includes field 
research. The result obtained are that the implementation of the ijarah contract in 
the practice of renting hotel rooms at the Taj Residence Syariah Medan 
accommodation is carried out based on an agreement between the two parties, 
namely between the hotel (receptionist) and the room tenant by paying the rent to 
the hotel according to the price. Has been agreed by both parties. And the 
suitablility of the ijarah contract in the practice of renting hotel rooms at the Taj 
Residence Sharia Inn is in accordance with the DSN-MUI Fatwa regarding ijarah 
with the fulfillment of the pillars and ijarah requirement at the Taj Residence 
Syariah lodging. 
 
Key word: ijarah contract, lease, Fatwa DSN-MUI 
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lainnya yang telah memberikan suport kepada penulis dalam menyelesaikan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan 

menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur 

kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan1. Tidak dapat dipungkiri 

suatu penginapan ataupun hotel kerap menjadi pemberitaan di media massa 

karena adanya penggerebekan pada pengunjung penginapan atau hotel yang bukan 

suami istri, mabuk-mabukkan, Narkoba  dan lainnya yang dilakukan oleh jajaran 

kesatuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Republik Indonesia. 

Seiring Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Indonesia yang dominan 

beragama muslim maka banyak masyarakat muslim memilih penginapan atau 

hotel syariah. Adanya kecenderungan tersebut menyebabkan munculnya inovasi 

baru dalam sistem perhotelan di Indonesia, yaitu penginapan atau hotel syariah 

pada dunia bisnis. Penginapan atau hotel syariah ini ditujukan untuk kelas sosial 

menengah yang mampu memberikan ketenangan bagi konsumennya dalam 

beribadah, suasananya Islami, adanya tempat beribadah yang nyaman dan tenang 

serta sajian dan hidangan makanannya dijamin halal. Penginapan atau Hotel 

syariah banyak dikembangkan oleh beberapa perusahaan karena memiliki nilai 

jual dan sebagai investasi yang menjanjikan2. 

Sebuah penginapan atau hotel syariah sangat berperan penting atau suatu 

keharusan untuk membuat kegiatan penginapan atau hotel tersebut sesuai dengan 

aturan islam, Karena penginapan atau hotel termasuk dalam usaha sewa-menyewa 

untuk orang-orang yang melakukan perjalanan atau berwisata.  

Adapun ketentuan terkait hotel syariah yang sesuai dengan aturan islam 

ditetapkan oleh Fatwa DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama 

Indonesia) No: 108/DSN-MUI/X/2016 yaitu: 1. Hotel syariah tidak boleh 

menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila; 2. Hotel syariah 

                                                        
1Ahmad Taufik dan Ujang Bahar.  “Analisis Hukum Pengelolaan Hotel Berbasis Syariah 

Khususnya Aspek Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis.”  
 Jurnal Living Law. No. 1. Volume 11. 2019. h. 23 

2 Moh. Idil Ghufron. “Konsep Maslahah Maximizer Pada Hotel Syariah Perspektif Etika 
Bisnis Islam”. Jurnal Islam Nusantara. No. s2. Vol. 01. 2017. h. 132 
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tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, 

maksiat, pornografi dan/atau tindak susila; 3. Makanan dan minuman yang 

disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI; 4. 

Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana uyang memadai untuk pelaksanaan 

ibadah, termasuk fasilitas bersuci; 5. Pengelola dan karyawan/karyawati hotel 

wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah; 6. Hotel syariah wajib 

memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna 

menjamin terselengaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah; 7. 

Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam 

melakukan pelayanan3.  

Manusia adalah makhluk sosial. Ia hidup bermasyarakat dan bertolong-

tolongan dalam menghadapi berbagai macam tantangan hidup. Adakalahnya 

seseorang membutuhkan orang lain. Terkadang seseorang mampu dalam satu 

bidang. Namun, ia tidak ahli pada bidang yang lain4. Hotel syariah adalah suatu 

usaha dijalankan sesuai dengan ketentuan syariat islam dalam dengan cara sewa-

menyewa kamar hotel. Maka telah dijelaskan bahwa sewa-menyewa atau ijarah 

merupakan bentuk muamalah yang dibutuhkan manusia. Karena itu, syariat islam 

melegalisasikan keberadaannya. Konsep ijarah merupakan manifestasi keluwesan 

hukum islam untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia5. 

Menurut fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI), ijarah adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau 

jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan 

pemindahaan kepemilikan barang itu sendiri6. 

Adapun praktek sewa-menyewa kamar hotel  ini tidak semudah yang 

dipikirkan oleh orang banyak, akan tetapi harus adanya sebuah perjanjian atau 

kesepakatan yang harus disetujui oleh kedua belah pihak. Agar tidak adanya 

perbuatan maksiat atau pun pelanggaran lain di luar perjanjian yang dilakukan 

oleh para tamu atau pengunjung hotel, maka dilakukan seleksi tamu pengunjung 

                                                        
3 Fatwa DSN-MUI No. 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelenggaraan 

Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah.  
4 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah; Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor Keuangan 

Syariah, ed.1, cet.1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 13 
5 Ibid, h. 131 
6 Fatwa DSN-MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah.  
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penginapan atau hotel. Jika perjanjian atau kesepakatan itu dilanggar maka akan 

ada pihak yang dirugikan. 

Berdasarkan survey peneliti pada objek penelitian yaitu Penginapan Taj 

Residence Syariah yang terletak di jl. Setia Budi Gg. Ampera, No.8, Babura 

Sunggal, kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. Terdapat adanya 

beberapa permasalahan dalam pelaksanaan akad ijarah pada Penginapan Taj 

Residence Syariah yang sering dilanggar oleh calon tamu hotel, seperti pasangan 

suami istri yang tidak membawa persyaratan saat akan memesan kamar hotel di 

Penginapan Taj Residence dan banyak calon penyewa/tamu yang kurangnya 

pengetahuan tentang hotel syariah dan tidak syariahnya hotel. Akibatnya beberapa 

calon penyewa/tamu hotel sudah sudah membayar sewa kamar hotel dengan 

aplikasi tetapi mereka belum menempati kamar hotel di Penginapan Taj 

Residence Syariah sehingga uang sewa tidak dapat dikembalikan dan 

mengakibatkan kerugian disalah satu pihak dan juga tidak terlaksananya akad 

ijarah dengan sempurna. 

Berdasarkan permasalahan diatas Penulis tertarik untuk membuat sebuah 

penelitian tentang analisis implementasi akad ijarah dalam praktek sewa-menyewa 

kamar hotel pada Penginapan Taj Residence Syariah Medan. 

 

B. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis mengidentifikasikan 

masalah sebagai berikut: 

1. Masih rendahnya pemahaman customer mengenai prosedur dalam praktik 

sewa-menyewa kamar hotel pada Penginapan Taj Residence Syariah 

Medan. 

2. Kurang sempurnanya pelaksanaan akad ijarah dalam praktik sewa-

menyewa kamar hotel pada Pengi napan Taj Residence Syariah Medan. 

3. Masih adanya beberapa pasangan yang bukan suami istri tetap memesan 

kamar pada penginapan Taj Residence Syariah Medan. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas maka 

rumusan masalah penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana pelaksanaan atau implementasi akad ijarah pada penginapan 

Taj Residence Syariah Medan? 

2. Apakah akad ijarah sesuai dengan DSN-MUI pada penginapan Taj 

Residence Syariah Medan? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari Rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini 

adalah untuk: 

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan atau implementasi akad ijarah 

pada penginapan Taj Residence Syariah. 

2. Untuk mengetahui kesesuaian akad ijarah dengan DSN-MUI pada 

penginapan Taj Residence Syariah Medan. 

 

E. Manfaat Penelitan 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah 

1. Manfaat bagi penulis 

Untuk mendapatkan wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan 

atau implementasi akad ijarah dalam mempraktikkan sewa-menyewa 

kamar hotel  dengan baik dan sesuai aturan islam. 

2. Manfaat bagi Universitas 

Penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan informasi bagi 

mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. 

3. Manfaat Bagi Penginapan Taj Residence Syariah Medan 

Dapat menjadi referensi dan informasi bagi Penginapan Taj Residence 

Syariah Medan dan menjadi acuan bagi Penginapan Taj Residence Syariah 

Untuk dapat lebih menerapkan lagi akad ijarah dalam praktik sewa-

menyewa kamar hotel. 
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F. Sistematika Penulisan 

BAB I : Pendahuluan 

Pendahuluan berisi tentang gambaran umum untuk memberikan wawasan tentang 

arah penelitian yang dilakukan, meliputi: 

1) Latar Belakang Masalah 

Konteks penelitian diawali dengan ungkapan kegalauan peneliti terhadap 

fenomena sosial atau pariwisata yang diteliti, ungkapan pernyataan permasalahan, 

pernyataan pentingnya penelitian dan dapat juga harus mengemukakan kata-kata 

kunci penelitian yang berupa konsep-konsep yang hendak diteliti sejalan dengan 

teori-teori yang relavan, dan didukung oleh bukti-bukti empiris, serta alasan dan 

motivasi peneliti terhadap masalah yang akan diteliti. 

2) Identifikasi Masalah 

Mengemukakan semua masalah yang ada dalam obyek penelitian, baik yang akan 

diteliti maupun yang tidak maupun yang tidak akan diteliti. 

3) Rumusan Masalah  

Rumusan Masalah atau dapat juga disebut fokus penelitian pada subbab ini berupa 

pertanyaan yang memerlukan jawaban melalui suatu aktivitas penelitian. 

Rumusan menggunakan kata tanya misalnya bagaimana, mengapa, upaya apa, dan 

lain sebagainya, sehingga pertanyaan tersebut dapat dijawab dengan pola-pola 

narasi atau deskripsi. Rumusan penelitian diajukan setelah setelah dilakukan 

observasi dan studi pendahuluan   dilapangan. Rumusan masalah bersifat 

researchable, dapat didukung data empiris, sesuai dengan kemampuan peneliti, 

daan mempunyai kontribusi signifikan. 

4) Tujuan Penelitian 

Memuat uraian yang menyebutkan secara spesifik tujuan yang hendak dicapai dari 

penelitian, sesuai dengan rumusan penelitian sehingga dapat memberikan 

deskripsi dengan jelas, detail dan mendalam mengenai proses dan hasil penelitian 

yang akan dicapai. 

5) Manfaat Penelitian 

Menguraikan manfaat hasil penelitian, baik itu manfaat teoritis, maupun manfaat 

praktis, dengan cara menjabarkan kepada pihak yang memungkinkan 

memanfaatkan hasil penelitian. 
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6) Sistematika Penulisan  

Berisikan rencana dari isi skripsi secara menyeluruh. 

BAB II : Landasan Teoretis 

Berisi tentang kajian pustaka dan penelitian terdahulu yang relevan. 

1) Kajian Pustaka 

Kajian pustaka digunakan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan 

kenyataan dilapangan. Memuat teori yang digunakan untuk membantu menjawab 

masalah penelitian. Selain itu kajian pustaka juga bermanfaat untuk memberrikan 

gambaran umum atau bahan penjelas tentang konteks penelitian dan sebagai 

bahan pembahasan hasil penelitian. Pada bagian ini peneliti juga perlu 

mencantumkan kerangka berpikir terjadinyya fenomena yang akan diteliti. 

2) Kajian Penelitian Terdahulu  

Memuat uraian sistematis tentang hasil penelitian yang didapat dari penelitian 

terdahulu dan hubungannya dengan penelitian yang akan dilakukan. Serta 

menunjukkan apa yang membedakan penelitian yang akan dilakukan dengan 

penelitian terdahulu. 

BAB III : Metodologi Penelitian 

Pada bagian ini diuraikan langkah-langkah penelitian yaitu : 

1) Rancangan Penelitian  

Bagian ini menjelaskan alasan singkat mengapa memilih pendekatan penelitian 

kualitatif. Selain itu, dikemukakan orientasi teoritis, yaitu landasan berpikir untuk 

memahami makna suatu gejala. Misalkan fenomenologis, interaksi simbolik, 

kebudayaan, etnometodologis, atau kritik seni. Peneliti perlu mengemukakan 

rancangan penelitian yang digunakan baik etnografis, studi kasus, grounded 

theory, interaktif, ekologis, atau partisipatoris. 

2) Lokasi dan Waktu Peneltian  

Pemilihan lokasi harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan 

kemenarikan, keunikan, dan kesesuaian dengan fokus penelitian yang dipilih. 

Pemilihan lokasi ini, diharapkan menemukan hal-hal yang bermakna dan baru 

atau sesuai dengan fenomena sosial atau peristiwa dalam penelitian. Selain itu 

perlu pula dikemukakan waktu waktu penelitian menurut tahapan penelitian yang 

disajikan dalam bentuk tabel jadwal penelitian. 
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3) Kehadiran Penelitian  

Bagian ini perlu disebutkan bahwa peneliti bertindak ebagai instrumen sekaligus 

pengumpul data. Kehadiran peneliti ini harus dijelaskan secara eksplisit dalam 

laporan penelitian. Perlu dijelaskan apakah peran peneliti sebagai partisipan 

penuh, pengamat partisipan, atau pengamat penuh. 

4) Tahapan Penelitian 

Bagian ini menguraikan proses aktivitas pelaksanaan penelitian, mulai dari studi 

pendahuluan, pengembangan rancangan, pelaksanaan penelitian, hingga penulisan 

laporan. 

5) Data dan Sumber Data 

Bagian ini menjelasskan tentang data apa saja yang dikumpulkan, jenis data, siapa 

yang dijadikan sumber data penelitian, dan karakteristik sumber data penelitian 

yang dimaksud. 

6) Teknik pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mencapai triangulasi penelitian, 

misalnya: wawancara mendalam, partisipasi observasi, penelitian berdasarkan 

sejarah hidup (life historical investigation), analisis dokumen, dan teknik lainnya. 

Triangulasi dapat dicapai antara lain dengan : penggunaan beberapa sumber data, 

penggunaan bebrapa teori yang relevan, dilakukan oleh lebih dari satu peneliti, 

penggunaan beberapa teknik pengumpulan data. Teknik yang akan digunakan 

tergantung kebutuhan dan kesesuaian jenis data penelitian. Setiap penggunaan 

teknik pengumpulan data harus disertai dengan instrumen, disampaikan pula 

alasan penggunaan teknik dan tahapan pengumpulan data.  

7) Teknik analisis data  

Teknik analisis data menjelaskan tentang teknik atau cara yang digunakan untuk 

melakukan analisis data yang telah terkumpul, serta penjelasan mengenai alasan 

/dasar penggunaan teknik analisis. Penggunaan teknik analisis data harus 

diselaraskan dengan pendekatan penelitian yang digunakan, jenis data serta 

karakteristik data yang telah dikumpulkan. Pola analisis yang gunakan pada 

penelitian ini dijelaskan, antara lain: etnografik, grounded theory, induksi analitis.  
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8) Pemeriksaan Keabsahan Temuan 

Bagian ini memuat uraian tentang usaha-usaha penelitian untuk memperoleh 

keabsahan temuannya. Agar diperoleh temuan dan interprestasi yang absah (dapat 

dipertanggungjawabkan), maka perlu diteliti kredibilitas temuan data di lapangan. 

Jenis atau bentuk pengecekan keabsahan temuan yang dilakukan oleh peneliti, 

disesuaikan dengan keragaman/hitergenitas data, serta hasil analisis data 

sementara, dengan demikian, tidak perlu semua jenis pengecekan keabsahan 

temuan disebutkan dalam bagian ini. 
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BAB II 

LANDASAN TEORETIS 

 

A. Kajian Pustaka 

1. Hotel Syariah 

a. Pengertian Hotel Syariah 

Hotel adalah suatu perusahaan yang dikelola oleh pemiliknya dengan 

menyediakan pelayanan makanan, minuman dan fasilitas kamar untuk tidur 

kepada orang-orang yang sedang melakukan perjalanan7. Sedangkan hotel Syariah 

adalah hotel yang menerapkan syariah Islam ke dalam kegiatan operasional hotel. 

Kesyariahan hotel ditonjolkan oleh manajemen dengan memunculkan moto, logo, 

ornamen interior, fasilitas kamar, fasilitas hotel maupun seragam atau pakaian 

yang dikenakan para karyawan hotel8. 

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah 

dijelaskan bahwa usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa 

kamar-kamar didalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa 

pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara 

harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip 

syariah9.  

Selain itu hotel juga merupakan salah satu tempat bagi rujukan para 

pengunjung, selain harganya yang tinggi juga menyediakan keamanan, serta 

kenyamanan dalam melakukan istirahat. Hotel memiliki banyak macam, yang 

tentunya dapat dipilih oleh konsumen atau pemakai hotel, ada hotel ekonomis 

untuk yang memiliki uang pas-pasan, ada juga hotel yang mewah untuk orang-

orang yang memiliki uang yang cukup.10 

                                                        
7Ahmad Taufik dan Ujang Bahar.  “Analisis Hukum Pengelolaan Hotel Berbasis Syariah 

Khususnya Aspek Perlindungan Konsumen Ditinjau Dari Perspektif Hukum Bisnis.”  
 Jurnal Living Law. No. 1. Volume 11. 2019. h. 23 

8 Widyanrini. “Pengelolaan Hotel Syariah di Yogyakarta.” Jurnal Ekonomi dan Bisnis 
Islam”. No. 1. Volume VIII. 2013. h. 2 

9 Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelennggaraan 
Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah 

10 Riyan Pradesyah dan Khairunnisa.  2018. “Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata 
Halal (studi kasus Hotel Syariah Medan)”. http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/intiqad . (Diakses 17 
Maret 2020). h. 340 

 

http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/intiqad
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Hotel syariah diatur didalam peraturan yang telah ditetapkan oleh Majelis 

Ulama Indonesia, dalam hal ini hotel syariah mempunyai landasan Hukum dalam 

Alquran yaitu Q.S. Al-Maidah: 90-91  

وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُیَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَیْسِرُ   

 لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya khamar, judi, berkorban 

untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk 

perbuatan syetan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat 

keberuntungan.” (90)11 

  

نْ ذِكْرِ اللَّھِ وَعَنِ الصَّلاةِ إِنَّمَا یُرِیدُ الشَّیْطَانُ أَنْ یُوقِعَ بَیْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَیْسِرِ وَیَصُدَّكُمْ عَ

 فَھَلْ أَنْتُمْ مُنْتَھُونَ

Artinya: “Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan 

dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan 

menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang; maka berhentilah 

kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”(91)12            

 Tempat penginapan Syariah atau hotel syariah, merupakan salah satu yang 

operassionalnya menggunakan ketentuan syariah. Dimana dalam hotel tersebut 

tiddak menjalankan sesuatu yang telah dilarang oleh Aquran dan hadist, seperti 

menjual minuman haram, tidak membuka bar untuk hal yang tidak dibolehkan 

dalam alquran, tidak mnyediakan tempat untuk maksiat dan tidak menjual hal-hal 

yang diharamkan, baik makanan dan minuman.13 

 

 

                                                        
11 Q.S. Al-Maidah 5: 90 
12 Q.S. Al-Maidah 5: 91 
13 Riyan Pradesyah dan Khairunnisa.  2018. “Analisis Penerapan Fatwa MUI Wisata 

Halal (studi kasus Hotel Syariah Medan)”. http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/intiqad . (Diakses 17 
Maret 2020). h. 341 
 

http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/intiqad
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b. Kriteria dan ketentuan terkait Hotel Syariah Menurut Fatwa 

DSN-MUI 

Adapun kriteria usaha hotel syariah adalah rumusan kualitatif dan/atau 

klasifikasi yang mencakup aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan. Ketentuan 

terkait hotel syariah yaitu: 

1) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi 

dan tindakan asusila 

2) Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang 

mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau 

tindak susila 

3) Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah 

mendapatkan sertifikat halal dari MUI 

4) Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk 

pelaksanaan ibadah termasuk fasilitas bersuci 

5) Pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan 

pakaian yang sesuai dengan syariah  

6) Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan/atau panduan mengenai 

prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselengaranya 

pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah 

7) Hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah 

dalam melakukan pelayanan14. 

 

c. Syarat Hotel Syariah 

Ada beberapa rambu yang harus dipatuhi oleh sebuah hotel syariah, 

yaitu, sebagai berikut: 

1) Tidak memproduksi, memperdagangkan, menyediakan, 

menyewakan suatu produk atau jasa yang seluruh maupun sebagian 

dari unssur jasa atau produk tersebut, dilarang atau tidak dianjurkan 

dalam syariah. Ini seperti makanan yang mengandung unsur daging 

                                                        
14 Fatwa DSN-MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang Pedoman Penyelennggaraan 

Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah 
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babi, minuman beralkohol atau zat yang memabukkan, perjudian, 

perzinahan, pornografi, dan lain-lain. 

2) Transaksi harus didasarkan pada suatu jassa atau produk yang riil, 

benar ada. 

3) Tidak ada kezaliman, kemudharatan, kemungkaran, kerussakan, 

kemaksiatan, kesesatan, dan keterlibatan, baik secara langsung 

maupun tidak langsung, dalam suatu tindakan atau hal yang 

dilarang atau tidak dianjurkan oleh syariah. 

4) Tidak ada unsur kecurangan, kebohongan, ketidakjelasan (gharar), 

risiko yang berlebihan, korupsi, manipulasi, dan ribawi, atau 

mendapatkan suatu hasil tanpa mau berpartisipasi dalam usaha atau 

menanggung risiko. 

5) Komitmen menyeluruh terhadap perjanjian yang dilakukakan15. 

 

2. Akad Sewa (Ijarah) 

a. Pengertian Ijarah 

Al Ijarah berasal dari kata Al Ajru yang berarti Al ‘Iwadhu (ganti). Oleh 

sebab itu Ats Tsawab (pahala) dinamai Ajru (upah). Menurut pengertian syara’, Al 

Ijarah ialah: “sesuatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan 

penggantian”.  

Pemilik yang menyewakan maanfaat disebut mu’ajir (orang yang 

menyewakan). Pihak yang memberikan sewa disebut musta’jir (orang yang 

menyewa = penyewa). Dan sesuatu yang diakadkan untuk diambil manfaatnya 

disebut ma’jur (sewaan). Sedangkan jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat 

disebut Ajran atau Ujrah (upah). 

Manakala akad sewa-menyewa telah berlangsung, penyewa sudah 

berhak mengambil manfaat. Dan orang yang menyewakan berhak pula mengambil 

upah, karena akad ini adalah mu’awaadhah (penggantian).16 

 Sementara itu, ada beberapa pengertian ijarah  yang dikemukakan oleh 

para ulama madhzab fiqih  adalah sebagai berikut: 

                                                        
15 Riyanto Sofyan, Bisnis Syariah Mengapa Tidak? Pengalaman Penerapan Pada Bisnis 

Hotel, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), h. 64-65 
16 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, cet. 5, (Bandung: PT. Al-Ma’arif, 1995) h. 15 
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1) Ijarah menurut Hanafiyah adalah: 

 عقد على المنافع بعوض

“akad terhadap suatu manfaat dengan adanya ganti.” 

 

2) Golongan Malikiyah berpendapat ijarah adalah: 

 

                        بعوض تملیك منافع شىء مباحة مدّةً معلومةً

        “Pemilikan manfaat suatu yang dibolehkan dalam waktu tertentu 

dengan suatu pengganti.” 

 

3) Sedangkan Syafi’iyah mengemukakan, ijarah adalah: 

 

 عقد على منفعة مقصودة معلومة مباحة قابلة للبذل والاباحة بعوض معلوم 

“Transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat 

mubahdanboleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.”17 

 

Sehingga dapat diartikan bahwa ijarah adalah perjanjian sewa-menyewa 

suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa. Atau ijarah adalah 

tranksaksi sewa-menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu 

jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa18 

 

b. Dasar hukum ijarah 

Beberapa Dasar hukum yang menjadi pertimbangan bolehnya akad 

ijarah adalah sebagai berikut: 

1) QS Al-Kahfi (18: 94) 

 

خَرْجًا عَلَى أَنْ تَجْعَلَ بَیْنَنَا وَبَیْنَھُمْ  مُفْسِدُونَ فِي الأرْضِ فَھَلْ نَجْعَلُ لَكَقَالُوا یَا ذَا الْقَرْنَیْنِ إِنَّ یَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ 

 سَدًّ

Artinya : “Mereka berkata: "Hai Dzulkarnain, Sesungguhnya Ya'juj 

dan Ma'juj itu orang-orang yang membuat kerusakan di muka bumi, 

                                                        
17 Ibid, h. 130 
18 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, cet. 2,  (Jakarta: Kencana 

Prenadamedia Group, 2013), h. 247 
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Maka dapatkah kami memberikan sesuatu pembayaran kepadamu, 

supaya kamu membuat dinding antara kami dan mereka?”19. 

 

2) QS Al-Baqarah (2: 233) 

 

 وَإنْ أرَدْتُمْ أنْ تَسْتَرْضِعُوْاأَوْلاَدَكُمْ فَلاَ جُنَاحَ عَلَىْكُمْ إذَا سَلّمْتُمْ مَاّأتَىْتُمْ بِالمَعْرْفِ

Artinya : “dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, 

maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran 

menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah 

bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan.”20 

 

3) QS At-Thalaq (65: 6) 

 
 فإنْ أرْضَعْنَ لَكُمْ فَأتُوھُنَ أُجُوْرَھُن21َ

Artinya : “jika wanita-wanita itu menyusui anakmu maka berilah 

mereka upah”22. 

 

c. Fatwa-fatwa DSN-MUI tentang ijarah  

berdasarkan pendapat peserta Rapat Pleno Dewan Syariah Nasional 

pada hari kamis, tanggal 8 Muharram 1421 H/ 13 April 2000. Telah dikeluarkan 

Fatwa tentang Pembiayaan ijarah untuk sebagai sebagai pedoman menentukan 

keabsahan akad ijarah.  

Pertama : Rukun dan syarat Ijarah  

1) Pernyataan Ijab dan kabul. 

2) Pihak-pihak yang berakad (berkontrak): terdiri atas pemberi sewa 

(lessor, pemilik aset, LKS), dan penyewa (lesse, pihak yang 

mengambil manfaat dari pengguna aset, nasabah). 

3) Objek kontrak: pembayaran (sewa) dan manfaat dari pengguna aset. 

                                                        
19 Q.S. Al-Kahfi 18: 24 
20 Q.S. Al-Baqarah 2: 233 
21 Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan Implementasinya Pada Sektor 

Keuangan Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 130 
22 Q.S. At-Thalaq 65: 6 
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4) Manfaat pengguna aset dalam ijarah adalah objek kontrak yang 

harus dijamin, karena ia rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti 

dari sewa dan bukan aset itu sendiri. 

5) Sighat ijarah adalah berupa pernyataan dari kedua belah pihak yang 

berkontrak, baik secara verbal atau dalam bentuk lain yang 

ekuivalen, dengan cara penawaran dari pemilik aset (LKS) dan 

penerimaan yang dinyatakan oleh penyewa (nasabah). 

Kedua   : Ketentuan Objek Ijarah 

1) Objek ijarah adalah manfaat dari penggunaan barang dan/atau 

jasa. 

2) Manfaat barang harus bisa dinilai dan dapat di laksanakan 

dalam kontrak. 

3) Pemenuhan manfaat yang bersifat dibolehkan. 

4) Kesanggupan memenuhi manfaat harus nyata dan sesuai 

dengan syariah. 

5) Manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk 

menghilangkan jahalah (ketidaktahuan) yang akan 

mengakibatkan sengketa. 

6) Spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk 

jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau 

identifikasi fisik. 

7) Sewa adalah sesuatu yang dijanjikan dan dibayar nasabah 

kepada LKS sebagai pembiayaan manfaat. Sesuatu yang dapat 

dijadikan harga dalam jual beli dapat pula dijadikan sewa 

dalam ijarah.  

8) Pembayaran sewa boleh berbentuk jasa (manfaat lain) dari jenis 

yang sama dengan objek kontrak. 

9) Kelenturan (flexibility) dalam menentukan sewa dapat 

diwujudkan dalam ukuran waktu, tempat dan jarak23. 

 

                                                        
23 Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, 2013), h. 253 
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d. Rukun dan Syarat Ijarah 

Umumnya dalam kitab fiqih disebutkan bahwa rukun ijarah adalah pihak 

yang menyewa (musta’jir), pihak yang menyewakan (mu’jir), ijab dan kabul 

(sigah), manfaat barang yang disewakan dan upah. Selain itu Kompilasi Hukum 

Ekonomi Islam (KHES) menyebutkan dalam pasal 251 bahwa rukun Ijarah 

adalah: 

1) Pihak yang menyewa  

2) Pihak yang menyewakan  

3) Benda yang diijarahkan 

4) Akad 

Masing masing rukun ini mempunyai syarat tertentu yang akan dijelaskan dalam 

masalah syarat ijarah24. Adapun syarat sahnya ijarah adalah sebagai berikut: 

 

1) Adanya unsur suka rela dari pihak yang melakukan akad. Syarat 

ini terkait dengan para pihak. Suka sama sukajuga menjadi 

syarat dalam jual beli. Tidak boleh ada keterpaksaan untuk 

melakukan akad dari para pihak. Hal ini berdasarkan firman: 

Allah:  

 

 

 

 

Artinya: “hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling 

memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali 

dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka 

diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: 

sesungguhnya Allah adalah maha penyayang kepadamu”. 

2) Manfaat barang atau jasa yang disewa harus jelas. Syarat ini ada 

untuk menghindari dari perselisihan diantara para pihak yang 

melakukan akad ijarah. Kejelasan manfaat barang ini dengan 

menjelaskan aspek manfaat, ukuran manfaat, dan jenis pekerjaan 

                                                        
24 Imam Mustofa,Fiqih Mu’amalah Kontemporer, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h. 105 
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atau keterampilan bila sewa tenaga orang. Adapun terkait 

dengan masa kerja atau masa sewa diserahkan kepada masing-

masing pihak yang melaksanakan akad ijarah. Menurut kalangan 

hanafiyah tidak dipersyaratkan menentukan mulainya sewa, bila 

akad bersifat mutlak. Sementara menurut syafi’iyah disyaratkan 

menentukan waktu mulainya sewa, karena hal ini untuk 

memperjelass masa sewa. 

3) Objek sewa harus dapat dipenuhi dan dapat diserahkan. 

Berdasarkan syarat ini maka tidak sah menyewa orang bisu 

untuk menjadi juru bicara, karena objek sewa tidak dapat 

terpenuhi oleh orang yang disewakan jasanya. Objek sewa juga 

harus dapat terpenuhi secara syar’i, oleh karena itu, tidak sah 

sewa jasa sapu masjid dari orang yang ssedang haid atau orang 

mengajari sihir. Syarat inii sudah menjadi kesepakatan 

dikalangan ulama ahli fiqih. 

4) Manfaat barang atau jasa yang disewakan hukumnya mubah 

secara syara’, seperti sewa buku untuk belajar, sewa rumah 

untuk ditinggali dan sebagainya. Tidak diperbolehkan sewa 

orang untuk melakukan maksiat atau suatu yang dilarang syara’.  

5) Bila ijarah berupa sewa tenaga atau jasa, maka pekerjaan yang 

akan dilakukan oleh orang yang menyewakan jasa atau tenaga 

tersebut bukan merupakan suatu kewajiban baginya. 

Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah ijarah atau menyewa jasa 

seeorang untuk shalat, karena shaat menjadi kewajiban setiap 

mukmin. Ulama kontemporer berfatwa, bagi para pengajar Al-

Qur’an diperbolehkan mengambil upah atau uang jasa. Imam 

Malik dan Syafi’i berpendapat bahwa diperbolehkan sewa jasa 

mengajar Al-Qur’an. Hal iini berdasarkan hadist riwayat Imam 

Bukhari: “upah yang paling berhak untuk kalian ambil adalah 

upah mengajarkan Al-Qur’an”. 

Ulama malikiyah memperbolehkan bagi muadzin atau imam 

untuk mengambil upah, tapi tidak memperbolehkan pengupahan 
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atas shalat. Hal ini berddasarkan analogi terhadap pekerjaan 

yang tidak wajib. 

6) Orang yang menyewakan jasa tidak diperbolehkan mengambil 

manfaat atas jasanya tersebut. Semua manfaat yang disewakan 

adalah hak bagi yang menyewa.  

7) Manfaat barang atau jasa digunakan sebagaimana mestinya atau 

yang berlaku dimasyarakat. Berdasarkan hal ini tidak 

diperbolehkan menyewa barang untuk digunakan tapi tidak 

sesuai dengan fungsinya. Misalnya menyewa kuda tunggangan 

untuk mengangkut barang. 

8) Syarat yang terkait dengan barang yang disewakan adalah 

barang harus dapat diserahterimakan saat akad bila barang 

tersebut barang bergerak. Penyerahan ini bisa secara langsung 

atau simbolik, seperti sewa rumah dengan menyerahkan 

kuncinya. 

9) Syarat yang terkait dengan upah atau uang sewa adalah upah 

harus berharga dan jelas bilangan atau ukurannya. 

10) Syarat terkait dengan manfaat barang atau jasa seseorang ada 

delapan, yaitu: 

a. Manfaat barang harus mubah atau tidak dilarang; syarat ini 

untuk menghindarii penyewaan barang atau jasa yang 

terlarang 

b. Manfaat barang atau jasa bisa diganti dengan materi  

c. Manfaat barang atau jasa merupakan suatu yang berharga 

dan ternilai 

d. Manfaat merupakan suatu yang melekat pada barang yang 

sah kepemilikannya 

e. Manfaat barang objek sewa bukan untuk menghasilkan 

barang, seperti menyewa pohon untuk diambil buahnya, 

sewa semacam ini tidak sah; termasuk dalam pengecualian 

syarat ini adalah sewa jasa menyusui, karena darurat 

dalam hadanah. 
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f. Manfaat dapat diserahterimahkan  

g. Manfaat harus jelas dan dapat diketahui25. 

 

e. Pembatalan dan Berakhirnya Ijarah 

Ijarah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan 

adanya fasakh pada salah satu pihak, karena ijarah merupakanakad pertukaran, 

kecuali bila didapati hal-hal yang mewajibkan fasakh. Ijarah akan menjadi batal 

(fasakh) bila ada hal-hal sebagai berikut: 

1. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan 

penyewa; 

2. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuk dan 

sebagainya; 

3. Rusaknya barang yang diupahkan (ma’jur’alaih), seperti baju yang 

diupahkan untuk dijahitkan; 

4. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah 

ditentukan dan selesainya pekerjaan; 

5. Menurut hanafiyah, boleh fasakh ijarah dari salah ssatu pihak sepertii 

yang menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang 

mencuri, maka ia dibolehkan memfasakhkan sewaan itu26. 

 

3. Kerangka Pemikiran 

Berdasarkan tujuan penelitian maka kerangka pemikiran dalam 

penelitian ini yaitu penulis menilai bagaimana implementasi akad ijarah dalam 

praktik sewa-menyewa kamar hotel pada penginapan Taj Residence Syariah 

dalam pelaksanaan akad ijarah dan prosedur sewa-menyewa. 

 

 

 

 

 

                                                        
25 Ibid, h. 106-109 
26 Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, ed. 1, cet. 9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 122 
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Gambar 2.1 Kerangka pemikiran 

 

B. Penelitian Terdahulu 

Berikut merupakan penelitian terdahulu yang akan menjadi salah satu 

acuan dan referensi bagi penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis 

dapat memperkaya teori untuk digunakan dalam mengkaji penelitian yang 

dilakukan. Adapun penelitian terdahulu adalah sebagai berikut:  

Berdasarkan hasil penelitian (Dani Arisman, 2018) “Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap Praktek Sewa-menyewa Pemondokan Dusun Nganjaran, Desa 

Sardonoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Yogyakarta” didapat hasil 

penelitian yaitu kesepakatan yang terjadi antara penyewa dan pemilik 

pemomdokan di lakukan secaralisan dan tertulis. Hal ini dilakukan telah sesuai 

dengan hukum Islam dengan memenuhi rukun dan syarat ijarah. 

Hasil penelitian (Lina Desianti, 2016) “Analisis Hukum Islam Terhadap 

Praktik Sewa-menyewa Kamar Hotel Syariah Di Solo” hasil penelitian yang 

didapat prosedur penyewaan kamar hotel syariah di Solo tidak sesuai dengan 

Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif No.2 Tahun 2014 tentang 

Pedoman. Sedangkan hukum sewa-menyewa kamar hotel syariah di Solo adalah 

sah menurut hukum Islam. Semua rukun dan syarat dalam akad sewa-menyewa 

kamar hotel syariah di Solo sudah terpenuhi. Rukun tersebut adalah sighat ijab 

qabul, recepsionist sebagai mu’ajjir, tamu sebagai musta’jir, dan kamar hotel 

sebagai objek yang diambil manfaatnya. 

Berdasarkan hasil penelitian (Riska Riski Utami, 2019) “Tinjauan Fatwa 

DSN-MUI Terhadap Akad Ijarah (Sewa-Menyewa) Kamar Hotel di Multazam 

Hotel Syariah 

Tidak Sesuai 

Fatwa DSN-MUI tentang 
Akad Ijarah 

Implementasi akad ijarah 

Sesuai 
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Syariah Hotel” hasil penelitian yang dapat yaitu pelaksanaan sewa-menyewa 

(ijarah) kamar hotel di Multazam Syariah Hotel terjadi setelah adanya 

kesepakatan antara penyewa kamar dan pihak hotel (resepsionist). Pelaksanaan 

sewa-menyewa (ijarah) kamar hotel di Multazam Syariah Hotel sudah sesuai 

dengan Fatwa DSN-MUI tentang Ijarah karena rukun dan syarat ijarah terpenuhi. 

Kemudian hasil penelitian (Ilham Indrawan, 2018) “Praktik Sewa-

Menyewa Kamar Hotel Di Kopeng Dalam Perspektif Hukum Islam” didapat hasil 

penelitian Praktik sewa menyewa yang terjadi di desa Kopeng yaitu ketika 

penyewa datang memesan kamar Hotel dan dibayar dimuka. Apabila melebihi 

waktu yang sudah disepakati ada tambahan biaya lagi (cash). Setiap jamnya 

dikenakan 10 % dari harga awal. Apabila kurang dari waktu yang telah disepakati 

harga tetap sama. Tinjauan hukum Islam terhadap sewa menyewa kamar Hotel di 

desa Kopeng tidak sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan oleh hukum 

Islam.  

Berdasarkan hasil penelitian (Nurul Utami, 2019) “Tinjauan Hukum Islam 

Terhadap Sewa-Menyewa Kamar Di Penginapan Harmoni Desa Gondowido 

Kecamatan Ngebel Kabupaten Ponorogo” hasil penelitian yang didapat yaitu tidak 

sesuai akad sewa menyewa, karena dalam prakteknya pihak penyewa dan 

pengelola penginapan belum memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam 

melakukan sewa menyewa berdasarkan hukum Islam. Pembatalan sewa menyewa 

dengan uang muka di Penginapan Harmoni Desa Gondowido Ngebel tidak sesuai 

dengan hukum Islam karena merugikan salah satu pihak. 

Hasil peneltian (Teguh Suripto, 2019) “Analisa Penerapan Akad Dalam 

Pariwisata Syariah Berdasarkan Fatwa MUI Dewan Syariah Nasional Nomor 

108/DSN-MUI/X/2016” hasil penelitian yang didapat Islam memberikan 

pedoman atau tuntunan kepada umatnya dalam beriwisata sesuai nilai-nilai Islam, 

Dalam pariwisata juga telah ditentukan akad-akad yang sesuai, seperti yang 

tercantum dalam fatwa MUI mengenai pariwisata syariah, antara lain ijarah, 

ju’alah, dan wakalah bil ujrah. Pengembangan pariwisata DIY perlu melibatkan 

seluruh stakeholder pariwisata termasuk ulama. 

Hasil penelitian (Riyan Pradesyah dan Al Bara, 2019) “Analisis Sistem 

Pengawasan MUI Terhadap Hotel Syariah Di Kota Medan” hasil penelitian yang 
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didapat Majelis Ulama Indonesia melakukan pengawasan dengan cara yang 

berbeda-beda, menurut klasifikasi atau golongan hotel tersebut. Untuk 

mendapatkan golongan yang sudah ditetapkan oleh MUI, hotel sebelum 

melakukan operasional harus melakukan pengajuan untuk peninalaian kepada 

DSN MUI, dan permohonan pendaftaran sertifikat yang dilakukan oleh hotel 

kepada DSN-MUI, kemudian DSN-MUI melimpahkan pengauditan Sistem 

jaminan Halal (SJH) kepada LPPOM MUI, dan menetapkan hasil audit Sistem 

Jamin Halal, dengan keputusan layak atau tidak layak hotel tersebut memakai 

label syariah pada hotel yang akan beroperasional. 

Dan hasil penelitian (Anwar Basalamah, 2011) “Hadirnya Kemasan 

Syariah Dalam Bisnis Perhotelan di Tanah Air” hasil penelitian yang didapat 

Tantangan hotel syariah untuk lebih menyajikan konsep, sumber daya manusia 

dan implementasi yang benar-benar menampilkan sosok bisnis berbasis syariah 

yang utuh, khas ketimuran, barokah, berkelas dan menarik. 

Tabel II.1 

Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti Judul Penelitian Hasil Penelitian 

1.  Skripsi Dani 

Arisman, 2018 

Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap 

Praktek Sewa-

menyewa 

Pemondokan 

Dusun Nganjaran, 

Desa 

Sardonoharjo, 

Kecamatan 

Ngaglik, 

Kabupaten 

Sleman, 

Yogyakarta 

kesepakatan yang terjadi antara 

penyewa dan pemilik 

pemomdokan di lakukan sec 

aralisan dan tertulis. Hal ini 

dilakukan telah sesuai dengan 

hukum Islam dengan 

memenuhi rukun dan syarat 

ijarah. Dan sebaiknya aparat 

Dusun juga ikut terlibat dalam 

pengaturan paraktek sewa 

menyewa ini , seperti 

dibuatnya peraturan yang 

umum untuk pemondokan di 

Dusun Nglanjaran agar tercipta 
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suasana nyaman dalam 

bermasyarakat di Dusun 

Nglanjaran, sehingga nantinya 

dapat menciptakan suasana 

aman dan nyaman dalam 

kehidupan bermasyarakat . 

2.  Skripsi Lina 

Desianti, 2016 

Analisis Hukum 

Islam Terhadap 

Praktik Sewa-

menyewa Kamar 

Hotel Syariah Di 

Solo 

prosedur penyewaan kamar 

hotel syariah di Solo tidak 

sesuai dengan Peraturan 

Menteri Pariwisata dan 

Ekonomi Kreatif No.2 Tahun 

2014 tentang Pedoman. 

Sedangkan hukum sewa-

menyewa kamar hotel syariah 

di Solo adalah sah menurut 

hukum Islam. Semua rukun 

dan syarat dalam akad 

sewamenyewa kamar hotel 

syariah di Solo sudah 

terpenuhi. Rukun tersebut 

adalah sighat ijab qabul, 

recepsionist sebagai mu’ajjir, 

tamu sebagai musta’jir, dan 

kamar hotel sebagai objek 

yang diambil manfaatnya. 

3.  Skripsi Riska 

Riski Utami, 

2019 

Tinjauan Fatwa 

DSN-MUI 

Terhada Akad 

Ijarah (Sewa-

Menyewa) Kamar 

Hotel di 

Multazam Syariah 

pelaksanaan sewa-menyewa 

(ijarah) kamar hotel di 

Multazam Syariah Hotel 

terjadi setelah adanya 

kesepakatan antara penyewa 

kamar dan pihak hotel 

(resepsionist). Pelaksanaan 



24 
 

 
 

Hotel sewa-menyewa (ijarah) kamar 

hotel di Multazam Syariah 

Hotel sudah sesuai dengan 

Fatwa DSN-MUI tentang 

Ijarah karena rukun dan syarat 

ijarah terpenuhi. 

4.  Skripsi Ilham 

Indrawan, 2018 

Praktik Sewa-

Menyewa Kamar 

Hotel Di Kopeng 

Dalam Perspektif 

Hukum Islam 

Praktik sewa menyewa yang 

terjadi di desa Kopeng yaitu 

ketika penyewa datang 

memesan kamar Hotel dan 

dibayar dimuka. Apabila 

melebihi waktu yang sudah 

disepakati ada tambahan biaya 

lagi (cash). Setiap jamnya 

dikenakan 10 % dari harga 

awal. Apabila kurang dari 

waktu yang telah disepakati 

harga tetap sama. Tinjauan 

hukum Islam terhadap sewa 

menyewa kamar Hotel di desa 

Kopeng tidak sesuai dengan 

syarat dan rukun yang 

ditetapkan oleh hukum Islam.  

5.  Skripsi Nurul 

Utami, 2019 

Tinjauan Hukum 

Islam Terhadap 

Sewa-Menyewa 

Kamar Di 

Penginapan 

Harmoni Desa 

Gondowido 

Kecamatan 

Ngebel 

Tinjauan hukum Islam 

terhadap Akad sewa kamar di 

penginapan Harmoni Desa 

Gondowido Kecamatan Ngebel 

tidak sesuai akad sewa 

menyewa, karena dalam 

prakteknya pihak penyewa dan 

pengelola penginapan belum 

memenuhi syarat-syarat yang 
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Kabupaten 

Ponorogo 

ditentukan dalam melakukan 

sewa menyewa berdasarkan 

hukum Islam. 

Pembatalan sewa menyewa 

dengan uang muka di 

Penginapan Harmoni Desa 

Gondowido Ngebel tidak 

sesuai dengan hukum Islam 

karena merugikan salah satu 

pihak. 

6.  Jurnal Teguh 

Suripto, 2019 

Analisa 

Penerapan Akad 

Dalam Pariwisata 

Syariah 

Berdasarkan 

Fatwa MUI 

Dewan Syariah 

Nasional Nomor 

108/DSN-

MUI/X/2016 

Islam memberikan pedoman 

atau tuntunan kepada umatnya 

dalam beriwisata sesuai nilai-

nilai Islam, Dalam pariwisata 

juga telah ditentukan akad-

akad yang sesuai, seperti yang 

tercantum dalam fatwa MUI 

mengenai pariwisata syariah, 

antara lain ijarah, ju’alah, dan 

wakalah bil ujrah. 

Pengembangan pariwisata DIY 

perlu melibatkan seluruh 

stakeholder pariwisata 

termasuk ulama. 

7.  Jurnal Riyan 

Pradesyah dan Al 

Bara, 2019 

Analisis Sistem 

Pengawasan MUI 

Terhadap Hotel 

Syariah Di Kota 

Medan 

Majelis Ulama Indonesia 

melakukan pengawasan 

dengan cara yang berbeda-

beda, menurut klasifikasi atau 

golongan hotel tersebut. Untuk 

mendapatkan golongan yang 

sudah ditetapkan oleh MUI, 

hotel sebelum melakukan 
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operasional harus melakukan 

pengajuan untuk peninalaian 

kepada DSN MUI, dan 

permohonan pendaftaran 

sertifikat yang dilakukan oleh 

hotel kepada DSN-MUI, 

kemudian DSN-MUI 

melimpahkan pengauditan 

Sistem jaminan Halal (SJH) 

kepada LPPOM MUI, dan 

menetapkan hasil audit Sistem 

Jamin Halal, dengan keputusan 

layak atau tidak layak hotel 

tersebut memakai label syariah 

pada hotel yang akan 

beroperasional. 

8.  Jurnal Anwar 

Basalamah, 2011 

Hadirnya 

Kemasan Syariah 

Dalam Bisnis 

Perhotelan di 

Tanah Air  

Tantangan hotel syariah untuk 

lebih menyajikan konsep, 

sumber daya manusia dan 

implementasi yang benar-benar 

menampilkan sosok bisnis 

berbasis syariah yang utuh, 

khas ketimuran, barokah, 

berkelas dan menarik. 

 

Dengan demikian, setelah melakukan penjabaran terhadap beberapa karya 

tulis yang diantaranya disebutkan diatas, penulis menyadari bahwa penelitian ini 

berbeda dengan penelitian ini berbeda dengan penelitian yang telah dilakukan 

dalam beberapa karya tulis tersebut, adapun yang membedakan penelitian ini 

adalah objek kajian dan penelitiannya. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Rancangan Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis adalah  penelitian deskriptif 

kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang 

berlandaskan pada filsafat, postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada 

kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana 

peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan 

secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil 

penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi27. 

Penelitian ini juga bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang 

dialami oleh subjek peneliti sperti perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-

lain. Secara induktif (mengacu pada penemuan lapangan), dan dengan cara 

deskripsi (mengumpulkan data berupa kata-kata dan gambaran) pada suatu 

konteks alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah. 

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang memandu peneliti untuk 

mengekplorasi dan atau memotret situasi yang akan diteliti secara menyeluruh, 

luas dan mendalam. Penelitian deskripsi secara garis besar merupakan kegiatan 

penelitian yang hendak membuat gambaran suatu peristiwa atau gejala secara 

sistematis, faktual dengan penyusunan yang akurat. Tujuan dari penelitian 

deskriptif ini adalah membuat gambaran secara sistematis, aktual dan akurat 

mengenai fakta-fakta, sifat serta hubungan antar fenomena yang dimiliki. 

Maksudnya dari peneltian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran secara 

menyeluruh dan sistematik.28 

                                                        
27 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, cet. 20, (Bandung: 

Alfabeta, 2019), h. 9 
28 Riyan Pradesyah dan Al Bara, “Analisis Sistem Pengawasan MUI Terhadap Hotel 

Syariah di Kota Medan”,  dalam Aghniya Jurnal Ekonomi Islam, Vol. II, No. 1, 2019. h. 459 



28 
 

 
 

B. Lokasi dan Waktu Penelitian 

1. Lokasi penelitian 

Lokasi penelitian yang dilakukan penulis sebagai objek penelitian 

dilaksanakana di jl. Setia Budi Gg. A mpera, No.8, Babura Sunggal, kec. Medan 

Sunggal, Kota Medan, Sumatera Utara. 

 

2. Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan Januari 2020 sampai dengan bulan 

Agustus 2020 perincian sebagai berikut: 

Tabel 3.1 

Jadwal Pelaksanaan Waktu Penelitian Kegiatan 

 

 

No

. 

Kegiatan Bulan 

Januari 

2020 

Februari 

2020 

Mei 

2020 

Juni 

2020 

Juli 

2020 

Agustus 

2020 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

1 Pengajuan 

Judul 

                        

2 Penyusunan 

proposal 

                        

3 Bimbingan  

Proposal 

                        

4 Seminar 

proposal 

                        

5 Pengumpulan 

data 

                        

6 Bimbingan 

Skripsi 

                        

7 Sidang 

Skripsi 
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C. Kehadiran Peneliti 

Pada penelitian ini, kehadiran penelitin sangat berperan penting dan 

diharapkan wajib hadir dengan maksimal. Peneliti harus terlibatt secara langsung 

dalam kegiatan penelitian dan harus terjun langsung ke orang-orang yang akan 

diteliti dalam bentuk wawancara. Peneliti melakukan penelitian pada Penginapan 

Taj Residence Syariah Medan. 

Adapun data-data yang dibutuhkan peneliti untuk penelitian ini yaitu data-

data prosedur pemesanan kamar Taj Residence Syariah dan data mengenai 

pelaksanaan akad ijarah pada penginapan Taj Residence Syariah. 

 

D. Tahapan Peneltian 

Tahap pra penelitian yaitu menentukan tempat/lokasi serta melakukan survei 

ke lokasi penelitian pada Penginapan Taj Residence Syariah Medan. Kemudian, 

peneliti menentukan topik pembahasan yang akan diteliti dengan cara bertanya 

langsung tentang permasalahan yang dapat diteliti pada penginapan Taj Residence 

Syariah Medan, Setelah disetujui peneliti dapat mengajukan surat izin melakukan 

penelitian. 

1) Tahap kegiatan lapangan, tahap ini adalah mengumpulkan data-data yang 

terkait dengan fokus penelitian yaitu tentang analisis implementasi akad 

ijarah dalam praktik sewa-menyewa kamar hotel pada Penginapan Taj 

Residence Syariah Medan. Data-data yang dikumpulkan adalah mengenai 

prosedur pemesanan kamar dan data mengenai pelaksanaan akad ijarah 

pada Penginapan Taj Residence Syariah Medan. 

2) Tahap analisis data, pada tahap ini dilakukan untuk sebuah kegiatan 

mengolah data yang didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi. 

3) Tahap penulisan laporan, dalam tahap ini dilakukan penyusunan hasil dari 

pengumpulan data pada saat penelitian. Kemudian melakukan konsultasi 

hasil penelitian tersebut dengan dosen pembimbing untuk mendapatkan 

masukkan sebagai perbaikan untuk penulisan laporan sehingga hasil 

peneltian menjadi lebih baik dan sempurna. 

4) Langkah terakhir yaitu penelit melakukan pengurusan kelengkapan 

persyaratan untuk mengadakan ujian skripsi. 
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E. Data dan Sumber Data 

Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data yang bersifat 

kualitatif. Data bersumber dari data primer dan sekunder. Data primer didapatkan 

dari responden dan data sekunder didapatkan dari buku perpustakaan, dan 

dokumentasi dari informasi khusus seperti buku dan karangan/tulisan. 

1. Data primer adalah data mentah yang diambil peneliti sediri (bukan oleh 

orang lain) dari sumber utama guna kepentingan penelitiannya, dan data 

tersebut sebelumnya tidak ada29. Data ini diperoleh melalui wawancara 

dan observasi langsung ke Penginapa Taj Residence Syariah Medan. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan penelitian dari 

buku-buku, karya ilmiah, seperti jurnal-jurnal terdahulu yang relevant 

dengan pembahasan atau judul yang diangkat peneliti. 

 

F. Teknik Pengumpulan Data  

Teknik Pengumpulan Data yang dilakukan dalam penelitiian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Teknik data pustaka yaitu dilakukan dengan cara mengumpulkan data 

dari buku, jurnal dan internet dan segala jenis data yang berhubungan 

dengan permasalahan yang dibahas. 

2. Teknik dokumentasi merupakan pengumpulan data untuk mendapatkan 

keterangan yang relevant. 

3. Wawancara yaitu agar peneliti dapat mengetahui informasi secara 

menyeluruh untuk memperoleh informasi mengenai implementasi akad 

ijarah dalam praktik sewa-menyewa kamar hotel pada penginapan Taj 

Residence Syariah Medan. 

 

G. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif tidak menganalisis data-data yang berupa angka, 

umumnya tidak pula menggunakan statistik-statistik. Penelitian kualitatif biasa 

                                                        
29 Azuar Juliandi & Irfan, Metodologi Penelitian kuantitatif: Untuk Ilmu-ilmu Bisnis, 

(Medan: Umsu Press, 2013), h. 66 
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digunakan untuk pendekatan penelitian historis, penelitian kepustakaan, penelitian 

eksploratif dan penelitian-penelitian lain yang tidak memerlukan analisis terhadap 

angka-angka30.  

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif 

kualitatif, yaitu menggambarkan keadaan objek penelitian yang sesungguhnya 

sehingga dapat diketahui dan dianalisis tentang implementasi akad ijarah dalam 

praktik sewa-menyewa kamar hotel pada Penginapan Taj Residence Syariah 

Medan. 

 

H. Pemeriksaan Keabsahan Temuan 

Dalam penelitian kualitatif pemeriksaan kebsahan temuan dilakukan dengan 

beberapa teknik, yaitu:31 

1. Kepercayaan (Kredibility) 

Penerapan kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas 

internal dari nonkualitatif. Kriterium ini berfungsi: pertama, melaksanakan 

inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan penemuannya dapat 

dicapai. Kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan hasil-hasil 

penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan ganda 

yang sedang diteliti. 

2. Keteralihan (Transferability) 

Keteralihan (transferability) menyatakan bahwa generalisasi suatu 

penemuan dapat berlaku atau diterapkan pada semua konteks dalam 

populasi yang sama atas dasar penemuan yang diperoleh pada sampel yang 

secara representatif mewakili populasi. 

3. Kebergantungan (Dependability) 

Kebergantungan merupakan substansi istilah reliabilitas dalam penelitian 

yang nonkualitatif. Pada cara nonkualitatif, relibilitas ditunjukkan dengan 

jalan mengadakan replikasi studi. 

4. Kepastian (Confirmability) 

                                                        
30 Azuar juliandi, et al. Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi, (Medan: 

Umsu Press, 2014), h. 85 
31 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

2011), h.326. 
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Kriterium kepstian berasal dari konsep objektivitas menurut nonkualitatif. 

Nonkualitatif menetapkan objektivitas dari segi kesepakatan antarsubjek. 

Dari sini pemastian bahwa sesuatu itu objektif atau tidak bergantung pada 

persetujuan beberapa orang terhadap pandangan, pendapat dan penemuan 

seseorang. 

5. Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain. Diluar data itu untuk pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak 

digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya. 

6. Pemeriksaan Sejawat 

Teknik ini dilakukan dengan cara mengekspos hasil sementara atau hasil 

akhir yang diperoleh dalam bentuk diskusi dengan rekan-rekan sejawat. 

Teknik ini mengandung beberapa maksud sebagai salah satu teknik 

pemeriksaan keabsahan data. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Penginapan Taj Residence Medan 

Penginapan Taj Residence Syariah berdiri pada tanggal 8 April 2019 

dengan satu orang pendiri yang dilatar belakangi oleh keinginan untuk mengubah 

manfaat rumah yang tak terpakai lagi menjadi sebuah penginapan dengan konsep 

syariah. konsep syariah ini diterapkan dengan memprioritaskan pasangan yang 

sudah sah dalam pernikahan, maka mengurangi angka perzinahan yang dilakukan 

para pasangan muda yang belum menikah.  

Kegiatan utama yang dilakukan pada penginapan Taj Residence Syariah 

memberikan pelayanan dalam sewa-menyewa kamar hotel/penginapan dengan 

akad sesuai prinsip syariah yang berlaku pada hotel/penginapan syariah seperti: 

menyeleksi tamu, melakukan akad sebelum melakukan registrasi, menyediakan 

makanan yang halal, para karyawan dan tamu harus berbusana sopan atau tertutup 

dan memiliki musholah.32 

a) Lokasi Penginapan Taj Residence Syariah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Gambar 4.1 

              Lokasi Penginapan Taj Residence Syariah 

 

Penginapan Taj Residence Syariah ini berlokasi di jalan Setia Budi, Gg. 

Ampera, No.8, babura Sunggal, Kec. Medan Sunggal, Kota Medan, Sumatera 

                                                        
32  Sulhanuddin Lubis, Receptionist, hasil wawancara tanggal 25 juni 2020 
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Utara. Merupakan lokasi yang cukup strategis untuk para pengunjung atau tamu 

untuk menuju ke Penginapan Taj Residence Syariah dan tenang untuk beristirahat.  

b) Struktur Organisasi dan Deskripsi Tugas Penginapan Taj Residence 

Syariah 

Sebuah struktur organisasi adalah gambaran suatu hubungan kerjasama 

dan orang-orang yang disatukan dalam rangka usaha untuk mencapai tujuan 

bersama. Dan dapat diartikan struktur organisasi sebagai suatu alat yang dapat 

mengatur cara kerja sumberdaya manusia untuk mencapai satu tujuan pencapaian 

yang sama. Dalam hal ini organisasi harus membuat segala kegiatan-kegiatan 

yang akan dilakukan bersama menjadi tantangan untuk setiap sumberdaya 

manusianya karena setiap orang dituntut untuk bekerja dengan rasa keselarasan, 

keserasian dan keseimbangan dalam bekerja sehingga dapat menimbulkan tenaga 

kerja yang terampil, efisien dan kreatif. Struktur organisasi haruslah dirangkai 

atau dirancang dengan sedemikian rupa untuk menjadikan kerjasama yang sebaik-

baiknya, oleh karena itu sistem pembagian kerja yang sesuai dengan bagian-

bagian yang ada dalam suatu perusahaan tersebut. 

Pada sebuah perusahan tidak lepas dari kerjasama untuk satu kesatuan 

yang sama dalam organisasi sehingga dapat ditekankan begitu pentingnya setiap 

hubungan dalam struktur organisasi yang harmonis, oleh karena itu selain 

hubungan yang harmonis dalam organisasi dibutuhkan penggunaan unit-unit 

organisasi yang lengkap untuk mempermudah pengorganisasian dan setiap 

karyawan yang bekerja dalam organisasi haruslah dapat memahami dengan baik 

dalam rangkaian organisasi ditempat mereka bekerja sehingga setiap pekerjaan 

dilaksanakan dengan baik dan benar. 

Berdasarkan uraian diatas struktur organisasi pada Penginapan Taj 

Residence Syariah Medan adalah sebagai berikut :33 

 

 

 

 

 

                                                        
33 Sulhanuddin Lubis, Receptionist, hasil wawancara tanggal 25 Juni 2020 
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Gambar 4.2 

Struktur Organisasi Penginapan 

 

 Berikut adalah tugas pokok masing-masing jabatan pada Penginapan Taj 

Residence Syariah: 

a) Penanggung jawab penginapan 

Penanggung jawab penginapan merupakan seseorang yang wajib 

menanggung segala sesuatunya sehingga apapun yang terjadi si penanggung 

jawab yang akan menyelesaikan. 

Tugas pokok : 

1. Bertanggung jawab atas semua kegiatan yang dilaksanakan pada penginapan. 

2. Memberikan saran, kritik, serta ide-ide kepada para karyawan. 

3. Mencari solusi serta menyelesaikan apabila terjadi permasalahan pada 

penginapan. 

 

b) Receptionist  

Receptionist adalah orang yag bertugas sebagai penerima tamu disuatu 

perusahaan atau hotel/penginapan. Mereka biasanya ditemppatkan dibagian depan 

hotel/penginapan, ini bertuhuan aga para tamu yang datang mudah mencari 

informasi dan juga sebagai gambaran dari suatu perusahaan. 

Tugas pokok : 

1. Menyambut tamu tiba. 

2. Memproses pendaftaran tamu mengenai check in dan check out. 

3. Mempersiapkan kedatangan tamu dan menentukan kamar untuk tamu. 

4. Menangani kunci kamar tamu. 

Penanggung jawab 
Rizal Arisandi Harahap 

 

Receptionist 
Sulhanuddin Lubis 

Room boy 
Ahmad Husein Lubis 
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5. Menjawab telepon dengan cepat dan ramah. 

6. Menangani permintaan tamu selama menginap seperti pindah kamar dan sleep 

out. 

7. Berkoordinasi dengan bagian lain untuk memenuhi kebutuhan dan kenginanan 

tamu. 

8. Menyelesaikan permasalahan tamu yang berhubungan dengan produk dan 

pelayanan hotel. 

9. Membuat laporan yang berhuubungan dengan tamu dan kamar seperti laporan 

tingkat hunian kamar, laporan tamu yang menginap dihotel. 

10. Memberikan citra serta image yang baik akan hotel/penginapan. 

 

c) Room boy 

 Room boy adalah orang-orang yang bertanggung jawab mempersiapkan kamar 

untuk para tamu yang akan menginap, seperti membersihkan kamar. 

Tugas pokok : 

1. Membersihkan kamar dan mempersiapkan kamar dengan baik dan bersih. 

2. Melaporkan jika ada kerusakan pada sebuah kamar kepada supervisor room. 

3. Melanyani permintaan tamu, seperti untuk membersihkan kamar atau untuk 

membawakan sesuatu makanan atau minuman. 

4. Melengkapi kamar sesuai standar yang ditetapkan atasan, sperti barang-barang 

dikamar dan lainnya. 

 

B. Temuan Penelitian dan Pembahasan 

1. Implementasi akad ijarah pada penginapan Taj Residence Syariah 

Medan 

Dalam melakukan sewa-menyewa kamar hotel/penginapan syariah di 

Penginapan Taj Residence Syariah akad yang terjadi adalah akad sewa ataupun 

yang biasa dikenal dengan akad ijarah , akad ijarah merupakan suatu pemindahan 

hak pakai atas suatu barang dan jasa dengan imbalan (sewa upah) tanpa diikuti 

pemindahan kepemilikan hak milik barang yang disewa. 

Sewa-menyewa pada kamar hotel/penginapan Taj Residence Syariah ini 

untuk si penyewa kamar yang akan ditempati sementara waktu dengan membayar 
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uang sewa kepada pihak hotel (receptionist) tanpa diikuti pemindahan hak milik 

dari kamar itu sendiri, kemudian untuk si penyewa kamar hotel tersebut hanya 

menempati kamar sesuai dengan biaya sewa yang dibayar kepada pihak hotel 

(receptionist). Hal tersebut sebagaimana dijelaskan oleh Sulhanuddin Lubis: 

“setiap calon penyewa kamar hotel kami mewajibkan mereka untuk 

melakukan akad terlebih dahulu untuk menyepakati harga sewa dan waktu sewa 

kamar hotel kemudian mereka dapat menginap sesuai dengan yang sudah 

disepakati.” 

Dalam implementasi akad ijarah pada Penginapan Taj Residence Syariah 

Medan adalah Sulhanuddin Lubis (Receptionist) Penginapan Taj Residence 

Syariah Medan ini telah menjelaskan “bahwa belum sepenuhnya memiliki 

kebijakan dan pedoman untuk melaksanakan akad ijarah karena hotel/penginapan 

ini masih baru berdiri 1 tahun lamanya sehingga pihak hotel/penginapan Taj 

Residence Syariah ini hanya melakukan akad ijarah sesuai islam seperti tidak 

mengizinkan pasangan yang bukan suami istri untuk menginap di Penginapan Taj 

Residence Syariah ini dan pihak hotel juga memberikan makanan dan minuman 

yang bersertifikat halal MUI, serta tidak memajang benda-benda ataupun patung 

yang dilarang syariat islam didalam hotel. Melihat kondisi yang sebenarnya pihak 

hotel sudah menerapkan sesuai syariat islam dan tidak ada tamu yang menginap 

tanpa diseleksi khususnya yang berpasangan  walaupun belum mendapatkan 

pengakuan dari MUI.” Sulhanuddin juga menjelaskan sebagaimana “Akad ijarah 

yang dilakukan pihak hotel/penginapan Taj Residence Syariah secara lisan atau 

dilakukan dengan memberikan pernyataan yang sama antara kedua belah pihak 

untuk menyepakati akad yang sudah ditentukan sehingga tidak ada pihak yang 

dirugikan.” 

Implementasi akad ijarah (sewa-menyewa) ini dilakukan dengan benar-

benar menampilkan atau menghadirkan penginapan syariah dengan nilai-nilai 

islam yang sudah dijelaskan sebelumnya dan juga seperti adanya orang yang 

menyewakan atau pihak hotel dan orang yang menyewa ataupun calon penyewa, 

dimana kedua belah pihak tersebut melakukan akad sewa atau kesepakatan 

bersama yang dilakukan secara suka rela dari pihak-pihak yang berakad yang 

sudah baligh dan berakal. Kemudian dilihat dari kondisi yang sebenarnya Pada 
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akad ijarah atau sewa-menyewa kamar hotel pihak penginapan Taj Residence 

Syariah Sulhanuddin Lubis (Receptionist) meberikan pernyataan “bahwa setiap 

calon penyewa diberikan daftar harga kamar yang sesuai dan terjangkau oleh 

pihak hotel jika calon penyewa sudah memilih kamar dengan harga yang sesuai 

kesepakatan bersama maka selanjutnya penyewa tersebut melakukan registrasi 

kepada pihak hotel sehingga penyewa tersebut dapat menginap dikamar 

penginapan kami dan untuk calon penyewa yang tidak melanjutkan registrasi 

setelah pihak hotel memberikan daftar harga kamar kemudian meninggalkan hotel 

tidak menjadi masalah untuk pihak hotel dikarenakan belum ada melakukan akad 

sewa yang dilakukan secara suka rela.” 

Dalam pelaksanaan akad ijarah Penginapan Taj Residence Syariah Medan 

menurut Sulhanuddin Lubis untuk menginap di Penginapan Taj Residence 

Syariah harus memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diterapkan pihak 

hotel/penginapan Taj Residence Syariah mempermudah proses tamu yang akan 

menginap. Syarat dan ketentuan tersebut dijelaskan oleh Sulhanuddin Lubis 

(receptionist) yaitu “pertama, apabila tamu yang menginap berpasangan akan 

diseleksi dengan menunjukkan buku nikah, KTP, KK, ataupun foto pernikahan. 

Kedua, pihak hotel/penginapan Taj Residence Syariah tidak melayani pasangan 

tamu yang bukan mahromnya. Ketiga karyawan maupun calon penyewa wajib 

memakai pakaian yang tertutup dan sopan. Keempat, tidak diperbolehkan 

membawa hewan peliharaan agar tidak mengganggu tamu yang lain. Kelima si 

penyewa melakukan registrasi dan memilih kamar yang akan ditempati kemudian 

penyewa memperoleh kunci kamar dari pihak hotel/penginapan Taj Residence 

Syariah (receptionist). Keenam setelah terjadi kesepakatan tamu hotel/penginapan 

menyetujui dan membayar uang sewa kamar yang dipilih dengan masa berakhir 

sewanya sampai jam 12.00 WIB jika melebihi jam 14.00 WIB akan dikenakan 

biaya tambahan.” Maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan akad ijarah yang 

dilakukan Penginapan Taj Residence Syariah sudah sesuai dengan akad ijarah 

dalam syariat islam setelah adanya kesepakatan antara pihak hotel dan penyewa 

kamar. 
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2. Kesesuaian akad ijarah dengan DSN-MUI pada penginapan Taj 

Residence Syariah Medan  

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 

tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah 

dijelaskan bahwa usaha hotel syariah adalah penyediaan akomodasi berupa 

kamar-kamar didalam suatu bangunan yang dapat dilengkapi dengan jasa 

pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan dan atau fasilitas lainnya secara 

harian dengan tujuan memperoleh keuntungan yang dijalankan sesuai prinsip 

syariah. Melihat Usaha hotel/ penginapan Taj Residence Syariah saat melakukan 

survey dalam kesehariannya menyediakan makanan dan minuman halal yang 

bersertifikat halal MUI dan tidak ada kegiatan yang mengandung pornografi 

dalam setiap kegiatan sewa-menyewa kamar hotel/penginapan di penginapan Taj 

Residence syariah. 

 Berdasarkan fatwa DSN-MUI No.09/DSN-MUI/IV/2000 tentang ijarah 

yang berisikan rukun dan syarat dalam melakukan kegiatan sewa-meyewa, yaitu 

sebagai berikut: Dalam fatwa MUI rukun dan syarat yang pertama adalah sighat 

ijarah, yaitu ijab dan qabul yang merupakan pernyataan dari kedua belah pihak 

yang berakad (berkontrak), baik secara verbal atau dalam bentuk lain. 

Pelaksanaan sewa-menyewa kamar hotel pada Penginapan Taj Residence Syariah 

sudah sesuai dengan fatwat DSN-MUI karena sighat ijarah pada hotel/penginapan 

Taj Residence Syariah ini terpenuhi. Ijab yang dilakukan secara lisan oleh pihak 

hotel (receptionist) dengan calon penyewa yang merupakan pernyataan dari pihak 

hotel atau pemberi sewa menyewakan kamar hotel kepada calon penyewa 

kemudian diterima dan disetujui oleh penyewa. Dalam ketentuan syariat islam 

ijab qabul menjadi sah apabila kedua belah pihak adalah orang yang sudah baligh 

dan berakal. Sewa-menyewa yang dilakukan oleh pihak Penginapan Taj 

Residence Syariah calon penyewa dan pihak hotel (receptionist)  sudah baligh dan 

berakal. Penyewa dan pihak hotel (receptionist) melakukan akad sewa ini atas 

dasar saling membutuhkan, untuk si penyewa kamar hotel/penginapan digunakan 

untuk sementara waktu untuk menginap dan pihak hotel menerima pemasukan 

keuangan dari hasil menyewakan kamar/penginapan tersebut. 
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 Kemudian rukun dan syarat yang kedua dalam fatwa MUI adalah pihak-

pihak yang berakad yang terdiri atas pemberi sewa/pemberi jasa dan 

penyewa/pengguna jasa. Pelaksanaan akad ijarah (sewa-menyewa) yang 

dilakukan di Penginapan Taj Residence Syariah sudah sesuai dengan fatwa DSN-

MUI karena akad ijarah di Penginapan Taj Residence Syariah yang terjadi dalam 

melakukan sewa-menyewa kamar hotel/penginapan dilakukan oleh pihak yang 

memberikan sewa atau disini diwakilkan receptionist hotel/penginapan dan 

penyewa atau tamu disini yang menyewa kamar/penginapan tersebut. Dalam 

melakukan sewa-menyewa antara receptionist hotel dan penyewa kamar telah 

baligh, berakal dan saling ridha. 

 Kemudian rukun dan syarat dalam fatwa DSN-MUI yang ketiga adalah 

objek akad ijarah merupakan manfaat barang dan sewa ataupun manfaat jasa dan 

upah. Pelaksanaan ijarah (sewa-menyewa) kamar hotel/penginapan Taj Residence 

Syariah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI karena objek ijarah dalam sewa-

menyewa kamar hotel/penginapan Taj Residence Syariah adalah manfaat barang 

dan sewa. Dalam objek ijarah manfaat suatu barang dan sewa adalah manfaat 

yang diperoleh dari kamar untuk menginap dan penyewa membayar uang sewa 

tersebut sesuai dengan waktu yang diinginkan si penyewa. 

 Keempat rukun dan syarat dalam fatwa DSN-MUI adalah Manfaat 

pengguna asset dalam ijarah adalah objek kontrak yang harus dijamin, karena ia 

rukun yang harus dipenuhi sebagai ganti dari sewa dan bukan asset itu sendiri. 

Dalam penginapan Taj Residence Syariah sudah sesuai dengan fatwa DSN-MUI 

karena manfaat yang diterima oleh kedua belah pihak sudah mendapatkan jaminan 

atau sebagai ganti dari penyewaan kamar hotel tersebut yaitu pihak hotel 

mendapatkan pemasukan keuangan, penyewa mendapatkan kamar hotel untuk 

beristirahat dan memakai fasilitas kamar sesuai dengan waktu yang disepakati. 

Berdasarkan  uraian di atas dapat di simpulkan bahwa implementasi akad ijarah 

dalam praktik sewa-menyewa kamar hotel sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI 

karena sudah memenuhi rukun dan syarat ijarah. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

b. Kesimpulan  

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis pada Penginapan Taj 

Residence Syariah Medan serta pembahasan yang telah diuraikan maka dapat 

diambil kesimpulan sebagai berikut:  

1. Pelaksanaan akad ijarah (sewa-menyewa) kamar hotel di Penginapan Taj 

Residence Syariah memberikan pelayanan yang baik dimulai dengan calon 

penyewa mendatangi Penginapan Taj Residence Syariah dan menanyakan 

kamar yang tersedia di Penginapan Taaj Residence Syariah dan jika ada kamar 

yang tersedian maka calon penyewa tersebut akan memilih tipe kamar yang 

diinginkan setelah itu penyewa tersebut melakukan registrasi sesuai dengan 

keepakatan akad ijarah yang telah disepakati oleh kedua belah pihak antara 

penyewa dan pihak hotel (receptionist). Kemudian penyewa memperoleh 

kunci kamar yang telah disewanya untuk dipergunAkan dan memanfaatkan 

kamar hotel/penginapan tersebut dengan fasilitas yang tersedia dikamar 

tersebut. Kemudian setelah masa sewa berakhir maka masa penyewa 

memanfaatkan dan menggunakan kamar dan fasilitas kamar hotel/penginapan 

tersebut berakhir sesuai dengan akad ijarah yang sebelumnya sudah 

disepakati.  

2. Kesesuian akad ijarah yang dilaksanakan di Penginapan Taj Residence 

Syariah Medan dengan Fatwa DSN-MUI yang berdasarkan rukun dan syarat 

tentang akad ijarah yaitu sighat ijarah dimana ijab dan qabul merupakan 

pernyataan dari kedua belah pihak yang berakad baik secara verbal ataupun 

dalam bentuk lain, dan kemudian pihak-pihak yang berakad (berkontrak) yaitu 

pemberi sewa/pemberi jasa dan penyewa atau pengguna jasa Penginapan Taj 

Residence Syariah Medan. Kemudian objek akad ijarah merupakan rukun dan 

syarat yang ketiga yakni manfaat barang dan sewa sehingga dapat disimpulkan 

bahwa pelaksanaan akad ijarah sewa-menyewa kamar hotel di Penginapan Taj 

Residence Syariah sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI tentang akad ijarah 

walaupun belum mendapatkan pengakuan dari MUI. 
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c. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis mengemukakan beberapa saran 

yang bermanfaat bagi perkembangan daan kemajuan Penginapan Taj 

Residence Syariah Medan, sebagai berikut : 

1. Penginapan Taj Residence Syariah Medan  

a. Pelaksanaan akad ijarah sewa-menyewa kamar hotel di Penginapan Taj 

Residence Syariah sudah cukup baik sesuai dengan rukun dan syarat 

ijarah (sewa-menyewa) dalam Fatwa DSN-MUI, akan tetapi 

hendaknya ada penjelasan ketentuan pemanfaatan kamar 

hotel/penginapan yang benar dan jelas supaya tidak ada yang dirugikan 

antara kedua belah pihak penyewa dan pihak hotel. 

b. Pihak Penginapan Taj Residence Syariah Medan dalam melakukan 

seleksi tamu yang berpasangan harus tetap dipertahankan supaya 

Penginapan Taj Residence Syariah menjadi Penginapan yang sesuai 

syariat islam dan dalam keridhaan Allah. 
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